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PUTUSAN
Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Pnj
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
putusan perkara cerai talak antara :

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Petung, 08 Juli 1985, agama Islam,
pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat
kediaman di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi

Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;
melawan

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Rintik, 18 Desember 1991, agama
Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat kediaman di Dahulu di XXXX Kabupaten Penajam Paser
Utara, Provinsi Kalimantan Timur, namun sekarang tidak diketahui
lagi keberadaannya dan pasti berada di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Maret 2021
yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, Nomor
129/Pdt.G/2021/PA.Pnj, tanggal 18 Maret 2021 telah mengajukan surat
permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan
uraian/alasan sebagai berikut:
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1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin XXXX,
yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten
Penajam Paser Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal
XXXX;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal
bersama di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan
Timur;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri danTelah dikaruniai seorang
anak yang bernama XXXX, lahir pada 23 Juni 2013;

4. Bahwa sejak sekitar tahun 2014 dalam rumah tangga Pemohon dengan
Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan
sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:

a. Termohon kejam terhadap anak dan ketika diingatkan oleh Pemohon
untuk tidak melakukan hal tersebut Termohon justru marah kepada
Pemohon;

b. Setiap terjadi pertengkaran Termohon sering pergi dari rumah sampai
berminggu-minggu, dan kejadian ini sudah terjadi sekitar kurang lebih
enam kali;

c. Termohon pernah meminta untuk berpisah kepada Pemohon disaat
terjadi pertengkaran;

5. Bahwa karena keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon tersebut yang akibatnya pada tahun 2014 Termohon pergi
meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon, Termohon juga
meninggalkan anaknya yang masih berusia delapan bulan bersama
Pemohon dan Pemohonlah yang merawat anak Pemohon dan Termohon
sampai sekarang, dan sampai saat ini Termohon tidak pernah ada kabar
dan tidak pernah kembali sampai sekarang, sehingga antara Pemohon
dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah
tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
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7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian
merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan
permasalahan Pemohon dengan Termohon Kkarena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun
dalam rumah tangga;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Penajam Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon, (XXXX), untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon, (XXXX), di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidair:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan
Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang
lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui Mass Media, sedangkan
tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil

permohonannya untuk bercerai dari Termohon;
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat
didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa dipersidangan Pemohon menghadirkan alat bukti sebagai berikut:
A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXX,
yang aslinya diterbitkan pada tanggal 12-11-2012, bermeterai cukup dan
telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan
aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda
(P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor XXXX, yang
aslinya diterbitkan pada tanggal 29-08-2013, oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi
Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos,
setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan
aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2)

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor
XXXX, yang aslinya diterbitkan pada tanggal XXXX, oleh PPN Kantor
Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara,
Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor
pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok
dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Termohon Nomor XXXX,
tertanggal 15 Maret 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sidorejo,
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi
Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos,
setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan

aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4)
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B. Saksi:

1. XXXX, tempat tanggal lahir di Petung, 19 November 1969, agama
Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di
XXXX Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi
Kalimantan Timur, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah
tetangga Pemohon sejak tahun 1997;

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di XXXX
Kabupaten Penajam Paser Utara sampai berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri
dan sudah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh Pemohon;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun,
namun sejak tahun 2014, rumah tangga mereka berdua sudah tidak
rukun lagi;

- Bahwa Saksi beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon
bertengkar mulut namun Saksi tidak mengetahui masalahnya;

- Bahwa sejak tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon
dan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha mencari
keberadaan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon
tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk
tidak bercerai, namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

2. XXXX, tempat tanggal lahir di Barabai, 14 Juli 1977, agama Islam,
pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal
di XXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur,
di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah
tetangga Pemohon sejak tahun 2011;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di XXXX
Kabupaten Penajam Paser Utara sampai berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri
dan sudah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh Pemohon;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun,
namun sejak tahun 2014, rumah tangga mereka berdua sudah tidak
rukun lagi;

- Bahwa Saksi beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon
bertengkar mulut namun Saksi tidak mengetahui masalahnya;

- Bahwa ketika umur anak Pemohon dan Termohon belum genap
setahun Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah
kembali lagi;

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha mencari
keberadaan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon
tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk
tidak bercerai, namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada permohonannya semula ingin menjatuhkan talak terhadap
Termohon dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat

dalam berita acara sidang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bahwa Pemohon hadir menghadap sendiri di
persidangan, sedangkan Termohon yang saat ini tidak diketahui alamatnya
diseluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana Surat Keterangan Nomor
Keterangan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorejo
Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 15 Maret 2021
(vide bukti P.4), telah ternyata tidak datang menghadap sidang dan tidak pula

menyuruh orang lain untuk mewakilinya meski telah dipanggil secara resmi dan
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patut menurut ketentuan Pasal 20 ayat 2 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ternyata tidak
datangnya itu bukan karena alasan yang sah, maka Termohon harus
dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara
verstek/tanpa hadirnya Termohon (vide Pasal 149 R.Bg);

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah
perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut
hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, maka perkara ini menjadi
kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada eksepsi terkait kompetensi
relatif dalam perkara a quo, maka sudah sepatutnya bukti P.1 dan P.2
dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon
agar berdamai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan
Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009,
akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai
Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka perkara ini
termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka
pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum,

sehingga dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
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1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1)
mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan
oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon
lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan
petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan
mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini
dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2)
telah mohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan ijin untuk menjatuhkan talak
satu raj’i terhadap Termohon dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon
mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena pada tahun 2014
Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin hingga kini Termohon tidak
pernah kembali lagi serta sudah tidak ada kabar beritanya lagi;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah diberi kesempatan
untuk membuktikan dalil-dalil permohonannnya, dan untuk itu Pemohon
mengajukan bukti surat serta (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta otentik
dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan
sebaliknya, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat
dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2019 jo. Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 7 ayat (1)
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Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal XXXX, dan antara Pemohon dengan
Termohon belum pernah bercerai sehingga Pemohon dan Termohon
mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon
telah diperiksa dan memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang,
dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta sudah dewasa oleh
karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal
171,174 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon adalah fakta
yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang
harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.,
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon adalah fakta yang
dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.,
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon
apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis
Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada
tanggal XXXX yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri
dan dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh Pemohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan
harmonis lagi, karena sejak tahun 2014, Termohon pergi meninggalkan
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Pemohon dan anaknya tanpa pernah kembali lagi hingga saat ini sudah
lebih dari 6 (enam) tahun lamanya secara berturut-turut;

- Bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh
wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan
secara terus menerus yang sulit didamaikan;

- Antara pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 6 (enam)
tahun lamanya dan kini Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya di
seluruh wilayah Republik Indonesia;

- Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami
istri, in casu Pemohon dan Termohon hendaklah mempunyai alasan yang
cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami
istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian a quo adalah
Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, jis. Pasal 19 huruf (b)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan
bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal
lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 19 huruf (b)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116
huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya
hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, salah pihak meninggalkan pihak

lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut; ketiga, salah satu pihak meninggalkan
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pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah; keempat, tidak ada harapan
untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan
mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan
menghubungkanya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan
sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi
unsur-unsur terjadinya suatu perpisahan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon dan Termohon adalah
suami istri sah menikah pada tanggal 18 Juni 2012 dan dikaruniai seorang
anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon dan
Termohon adalah suami istri sah dan oleh karenanya, permohonan Pemohon
untuk berpisah dengan Termohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon pergi meninggalkan
Pemohon sejak tahun 2014 hingga sekarang lebih dari 6 (enam) tahun lamanya
secara berturut-turut, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana
salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa adanya fakta Termohon pergi meninggalkan
Pemohon tanpa adanya izin terlebih dahulu dari Pemohon dan tanpa alasan
yang sah, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana salah satu
pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena
Termohon pergi meninggalkan Pemohon lebih dari 6 (enam) tahun lamanya
secara berturut-turut tanpa izin pihak Pemohon dan tanpa alasan yang sah,
sehingga dengan demikian tidak ada lagi harapan di antara mereka untuk hidup
rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga
keharusan suami istri untuk saling mencintai, menyayangi, menghormati dan
saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo.
Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan
perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang
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bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa
lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang
terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Bagarah ayat 227, yang berbunyi :

Sde o Bl SN Y

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al Bagarah: 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah
terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak
melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan
lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, maka permohonan Pemohon telah
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf b
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974,
tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya
permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada
Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan
sidang Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama setelah putusan izin cerai ini berkekuatan
hukum tetap, Pengadilan Agama Penajam akan menentukan hari sidang
penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon atau
wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3)
mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut
hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah

tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya
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biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka

biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam
putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;
Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.
MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Edi Sarwono bin Tukiman) untuk
menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Sumiati binti Suwadi) di
depan sidang Pengadilan Agama Penajam;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijah 1442 Hijriah, oleh kami
Firdaus Muhammad, S.H.l., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Triyono, S.H.I.
dan Umaeroh Nur Sabighoh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota
dan dibantu oleh Drs. H. Karani Kutni sebagai Panitera serta dihadiri oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;
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Hakim Anggota, Ketua Majelis,
TTD TTD
Nur Triyono, S.H.I. Firdaus Muhammad, S.H.l., M.H.I.

Hakim Anggota,

TTD

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera,

TTD

Drs. H. Karani Kutni

Perincian Biaya :

PNBP : Rp 60.000,-
Biaya Proses © Rp 50.000,-
Panggilan : Rp 300.000,-
Biaya Meterai : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)
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